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ABSTRACT

Indonesia is a country endowed by God of abundant natural resources. However, due to
various consequences, mainly due to human actions and deeds, the natural wealth has
experienced such severe degradation. If not immediately anticipated, then such conditions
will have a wide impact on the deterioration of quality of human life. This study aims to
identify and analyze problems in the legal system in Indonesia related to the protection and
management of sustainable natural resources. This study uses a policy statute approach is
an approach that is done by observing the legislation related to policy issues studied. The
procedure of processing the materials through library research using the card system is to
inventory legislation, textbooks, journals, and seminar results paper to obtain materials in
accordance with the formulation of the issues to be discussed. The results show that
implementation of sustainable natural resource management policies in Indonesia is
hampered by limited political will and lack of collaboration between law enforcement
agencies, as well as improper implementation of law enforcement procedures. There are
also legal loopholes and inconsistencies that hinder successful prosecutions. Policy
reforms, strengthening law enforcement agencies, enhancing intergovernmental
collaboration, and building awareness of laws and regulations for the wider community,
are important steps to address the threat of extinction of existing natural resources.

Keywords: policy implementation, environment, sustainable development, natural
resources

PENDAHULUAN
Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat berlimpah dan beragam.

Dengan kekayaan sumber daya alam itulah, Indonesia digolongkan ke dalam negara yang
memiliki sumber daya alam paling beragam (megadiverse country). Walaupun hanya
melingkupi 1,3% dari luas total daratan dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman spesies
satwa yang sangat tinggi, yaitu 12% (515 spesies, 39% endemik) dari total spesies binatang
menyusui; 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilia; 17% (1531 spesies,
397 endemik) dari total spesies burung; 270 spesies amfibi, 100 endemik; 2827 spesies
binatang tidak bertulang belakang selain ikan air tawar. Selain itu Indonesia memiliki 35
spesies primate, 18% endemik; 121 spesies kupu-kupu, 44% endemik; 1400 spesies ikan
air tawar.

Namun belakangan ini keberadaan sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia
sedang terancam. Terdapat data-data yang memperkuat argument ini. Misalnya, Indonesia
adalah negara dengan jumlah species burung yang terancam punah terbanyak kedua di
dunia setelah Brazil. Untuk mamalia, Indonesia bahkan menempati ranking pertama di
dunia untuk jumlah species terancam. Sektor kehutanan mengalami degradasi yang luar
biasa, tercatat laju degradasi hutan 6,08 juta hektar/tahun selama periode 2010-2015.
Degradasi tersebut telah berdampak pada hilangnya sebagian fungsi kawasan, rusaknya
habitat tumbuhan dan satwa liar, juga meningkatnya laju kelangkaan/kepunahan tumbuhan
dan satwa liar (Wibisana, 2015).
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Ancaman terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia adalah
kepunahan. Spesies yang telah punah adalah spesies yang tidak ada satupun individu dari
spesies itu yang masih hidup di dunia. Kepunahan ini dapat dikelompokkan ke dalam
beberapa tingkatan, yaitu: a). Punah secara global, dimana tidak ada lagi individu yang bisa
dijumpai di habitat alamnya. Pada kondisi ini bisa saja masih ada individu yang berada di
lingkungan manusia (ex situ), sehingga pada kondisi ini disebut “punah di alam”; b).
Punah secara lokal, dimana ada satu atau lebih populasi tidak ditemukan lagi di daerah
penyebarannya, tetapi masih ada di daerah penyebaran lain; dan c). Punah secara ekologis,
dimana populasi dari spesies itu terdapat dalam jumlah yang tidak viabel untuk dapat
melangsungkan hidupnya.

Terancamnya keanekaragaman sumber daya alam dapat diakibatkan oleh faktor
alami dan faktor manusia (Sidu & Sugihen, 2010). Faktor alami disebabkan oleh bencana
alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang bukan disebabkan oleh manusia.
Sedangkan faktor karena ulah manusia misalnya, perusakan habitat, misalnya membangun
menjadi lahan pertanian, perumahan, pembakaran hutan, atau perburuan dan perdagangan
terhadap satwa dan tumbuhan liar secara besar-besaran. Secara yuridis telah ada undang-
undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam di Indonesia, yaitu UU No 5
tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada masa
dahulu keberadaan undang-undang ini dirasakan cukup efektif untuk melindungi ekosistem
dan spesies yang ada. Dikarenakan telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan
strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke
desentralisasi dan demokratisasi serta berubahnya peraturan perundang-undangan sektoral,
para pelaku lingkungan banyak yang mengusulkan agar dikaji ulang.

Keanekaragaman sumber daya alam bagi generasi masa depan sangatlah begitu
penting, maka kelestariannya dalam jangka panjang harus dijamin melalui perlakuan
konservasi yang memadahi (Redi, 2015). Guna menjamin terwujudnya kelestarian
sumberdaya alam tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, perlu diatur agar
mendapat perlindungan secara proporsional dengan pemanfaatan yang berkelanjutan.
Sebab secara sosial, konservasi keanekaragaman merupakan keseimbangan perlakuan
perlindungan dimana pemanfaatan yang berkelanjutan masih dimungkinkan sehingga
keberadaannya tetap bisa dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi
kemakmuran masyarakat.

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan
pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun dituangkan
secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Kemakmuran rakyat dalam konteks pengusaan sumber daya alam harus mampu
memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan
bagian terpenting dari penguasaan sumber daya alam.

Kepunahan yang terjadi erat kaitannya dengan lemahnya partisipasi masyarakat,
lemahnya penegakan hukum maupun akibat lemahnya tata laksana pengelolaan keberadaan
sumber daya alam tersebut. Situasi ini antara lain dipengaruhi oleh belum mantapnya
peraturan perundangan, sehingga belum mampu menjamin terwujudnya kaidah-kaidah
pengelolaan alam lestari. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, sebagai salah
satu bentuk optimalisasi pengelolaan sumber daya alam bagi terwujudnya kemakmuran
rakyat berkelanjutan, juga tidak bisa terhindar dari situasi di atas.

Tantangan pengelolaan keanekaragaman sumber daya alam ke depan semakin
berat. Hal ini berkenaan dengan menguatnya tekanan masyarakat dan tekanan ekonomi
untuk pembangunan terhadap keanekaragaman sumber daya alam, akibat dari
meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan percepatan pembangunan di segala
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sektor. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya analisis atas kebijakan peraturan
perundangan di bidang konservasi agar sasaran yang diinginkan dapat segera diwujudkan
(Maydrawati, 2016).

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kondisi implementasi kebijakan dari
peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keanekaragaman (biodiversity) sumber
daya alam di Indonesia? Apa saja kendala/masalah yang ditemui dalam implementasi
kebijakan tersebut? Dan solusi atau strategi apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi
masalah tersebut?

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan hukum (policy statute approach)

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan isu kebijakan yang diteliti. Prosedur pengolahan bahan-bahan melalui
studi kepustakaan dengan menggunakan sistem kartu yaitu menginventarisasi peraturan
perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan makalah hasil seminar untuk
memperoleh bahan yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Kemudian
disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan
diidentifikasikan untuk digunakan sebagai bahan analisis. Operasionalisasi metode diawali
dengan mempertegas kebijakan hukum, inventarisasi kebijakan, identifikasi dan klasifikasi
permasalahan kebijakan atau potensi bermasalah terhadap pencapaian tujuan
pembangunan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebijakan, dan langkah
berikutnya menghasilkan rekomendasi atau rancangan tindak lanjut sebagai solusi terhadap
permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan sejak berdirinya

negara ini. Selain pasal 33 UUD 1945 yang merupakan ketentuan pokok tentang
pengelolaan sumber daya alam, Indonesia juga mempunyai seperangkat undang-undang
yang mengatur tentang hal tersebut. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960
tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang
Ketentuan Pokok Kehutanan, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-
undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya Undang-Undang no. 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974
tentang Pengairan. Selain itu ditemukan pada seperangkat ketetapan MPR yang mengatur
tentang hal ini seperti TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dirubah dalam Tahun
2002 berbunyi selengkapnya :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasi Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang
mengenai pengelolaan sumber daya alam adalah seperti apa yang disebutkan dalam
ayat (3) yaitu melingkupi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

ISBN 978-602-51349-0-6



375 PROSIDING
Seminar Nasonal Pelestarian Lingkungan (SENPLING) 2017

dalamnya”. Ketentuan ini kemudian diperluas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 dengan menambah unsur ruang angkasa sehingga meliputi “ Bumi, air dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan tentang dua hal,
yaitu:
1. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara mempunyai “Hak
Menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan
sumber daya alam di Indonesia.

2. Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya
alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus
menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan
menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga
membebankan suatu kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam
untuk kemakmuran rakyat. Menurut Abdurrahman (2013), bilamana hal ini merupakan
kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk
mendapat kemakmuran melalui penggunaan sumber daya alam. Hal ini didasari oleh
pemikiran bahwa pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sangat penting disebabkan
karena:
1. Pengelolaan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui yang dilakukan dengan

eksploitasi secara terus-menerus akan mempertinggi risiko habisnya sumber daya alam
itu.

2. Penggunaan sumber daya alam dalam jumlah yang makin besar pada umumnya akan
memperbesar masalah pencemaran. Pencemaran itu akan mengurangi kemampuan
lingkungan sehingga mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk memperbaiki
diri. Untuk mengurangi pencemaran dan penyusutan sumber daya alam, usaha yang
baik adalah melakukan daur ulang.

3. Agar sumber daya alam dapat tersedia dalam waktu yang lama maka harus dicari
sumber alternatif atau pengganti. Hal ini dapat terlaksana apabila ada keanekragaman
sumber daya alam.

4. Untuk melestarikan lingkungan maka harus melestarikan sumber daya alam juga.
Dalam UU RI No. 4 Tahun 1982 dinyatakan bahwa sumber daya adalah unsur
lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati,
sumber daya nonhayati, dan sumber daya buatan. Itulah sebabnya melestarikan sumber
daya alam sangat erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan.

Pasal 3 ayat (1) Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah secara jelas menyebutkan bahwa pembangunan dan pemanfaatan sumber
daya yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan secara
adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa keseluruhannya. Pengaturan ini
mengisyaratkan bahwa masyarakat harus diberikan prioritas haknya untuk menikmati
kemakmuran dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hak ini telah diberi penekanan dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai reaksi dari apa yang selama ini dikenal
hegemoni pusat. Orang-orang yang ada di pusat lebih banyak menikmati kemakmuran dari
pada masyarakat daerah atau masyarakat setempat.

Selain itu kemakmuran dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya
sekedar menjadi hak dari generasi masa kini saja. Generasi mendatang juga mempunyai
hak yang sama untuk menikmati kemakmuran dari pemanfaatan sumber daya alam yang
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tersedia. Karena itu kemakmuran yang ingin diwujudkan menurut Undang-Undang Dasar
adalah bersifat “transgeneration” dan oleh karenanya hak untuk mendapat kemakmuran
harus berkesinambungan atau berkelanjutan (sustainable). Karena hal ini adalah sejalan
dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ada tiga sebab perlunya penanganan secara serius masalah sumber daya alam
berkelanjutan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
1. Masalah lingkungan hidup di Indonesia di berbagai tempat mulai kehilangan

keseimbangan. Faktor penyebab tidak adanya keseimbangan adalah:
a. adanya ledakan penduduk sehingga jumlah penduduk bertambah banyak;
b. pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menghiraukan kelestariannya.

2. Pemanfaatan, pemeliharaan, dan kelestarian lingkungan harus dapat diwariskan
kepada generasi yang akan datang. Itulah sebabnya sumber daya alam yang diolah
secara berkesinambungan dalam proses pembangunan jangka panjang harus dapat
dirasakan dari generasi ke generasi berikutnya.

3. Membangun masyarakat Pancasila, yaitu memuat ciri-ciri hubungan, baik manusia
dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 pengaturan tentang pengelolaan sumber daya
alam dimaksud diatur dalam Bab IV tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup.
Secara umum dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur
lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati
maupun non hayati dan sumber daya buatan. Selanjutnya pada Pasal 8 secara khusus
menentukan:
1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah:

a) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup.

b) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup
dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.

c) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek
hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber
daya buatan, termasuk sumber daya genetika.

d) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
e) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah.
Kemudian dalam pasal 9 ayat (3) pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan

secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati,
perlindungan sumber daya buatan, konsensus sumber daya alam hayati dan eksistensinya,
cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang dikaitkan dengan
pembangunan yang berkelanjutan tampak dengan jelas dalam Undang-Undang No. 41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 3 dari undang-undang ini misalnya menentukan
tentang penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan:
1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasnya yang cukup dan sebaran yang

proporsional.
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2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi komunikasi, fungsi lindung,
dan fungsi produksi. Untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi
yang seimbang dan lestari.

3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan

masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga
mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat
perubahan eksternal, dan

5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Karena itu undang-undang ini menganut prinsip pengelolaan hutan yang

berkelanjutan atau “sustainable forest management” . Selanjutnya dapat disebutkan ada
dua ketetapan MPR yang membicarakan pengelolaan sumber daya alam yang di bukukan
sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, pertama adalah Tap MPR No.
IV/MPR/1999 tetang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, walau arah kebijakan-
kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup disebut:
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan

melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan
teknologi ramah lingkungan.

3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan
pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur
dengan undang-undang.

4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,
pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal,
serta penataan ruang yang pengusahaanya diatur dengan undang-undang.

5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan,
keterbatasan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan
yang tidak dapat balik.

Lima prinsip ini kemudian dijabarkan lebih jauh dalam UU No. 25 Tahun 2000
(LN 2000) tentang program pembangunan nasional (Propenas). Dalam gambaran umum
mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditegaskan bahwa peran
pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan
karena sumber daya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan
pendapatan negara melalui mekanisme pajak, restribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil
serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah pendayagunaan
secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumber daya alam dimaksud untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap
terjaganya fungsi lingkungan.

Ditegaskan lebih jauh dalam undang-undnag ini, dengan memperhatikan
permasalahan dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini,
kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:
1. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat

diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampungnya.

2. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber
daya alam dan pencemaran lingkungan .

ISBN 978-602-51349-0-6



378 PROSIDING
Seminar Nasonal Pelestarian Lingkungan (SENPLING) 2017

3. Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap.

4. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global.

5. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui
keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi
baru di wilayah tertentu, dan

7. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan
global.

Bilamana diteliti penggarisan tentang rencana pembangunan sebagaimana
disebutkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 khususnya
yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup –
menggambarkan telah dimasukkannya perkembangan lingkungan dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, sehingga cukup beralasan bahwa di Indonesia, pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup telah dilaksanakan walaupun mungkin
baru sebatas dalam aturan hukum.

Ketetapan kedua yang perlu mendapat perhatian adalah Tap MPR/IX/2001 tentang
pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber daya alam pasal 3 ketetapan ini
menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, lautan dan
angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian
dalam Pasal 4 ditentukan bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya harus
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam

unifikasi hukum.
4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Indonesia
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi

partisipasi rakyat.
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, peruntukan,

penggunaan, pemanfatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk

generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dengan tetap memperhatikan
daya tampung dan daya dukung lingkungan

8. Melaksanakan fungsional, kelestarian, dan fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial
budaya setempat.

9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar pembangunan antar daerah dalam
pelaksanaan pembangunan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

10. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman
budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah
provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat) masyarakat dan individu.

12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan, ditingkat nasional,
daerah propinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alasan
dan pengelolaan sumber daya agraris/sumber daya alam.

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan formal pengelolaan sumber daya alam
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
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Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) ketetapan ini menentukan bahwa arah kebijakan
dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:
1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sosialisasi kebijakan
antar sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketetapan
ini.

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui
identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi
pembangunan

3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber
daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk
menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.

4. Memeperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan
melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam
tersebut.

5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini
sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin
terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai mana
dimaksud pasal 14 ketetapan ini.

6. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya
alam yang berlebihan.

7. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi
manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan
kondisi daerah maupun nasional.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa apabila ekosistem tidak terjaga
dengan baik, maka peran dan jasa ekosistem dalam mendukung kehidupan manusia akan
terganggu bahkan hilang. Misalnya ekosistem hutan yang rusak menyebabkan
berkurangnya ketersediaan kayu, terjadinya banjir, menurunnya kesuburan tanah dan
hilangnya kesempatan untuk menikmati keindahan hutan. Dampak yang lebih jauh adalah
penurunan tingkat keanekaragaman hayati, baik ekosistem maupun spesies dan genetik
yang berada di dalamnya. Karena itu, konservasi ekosistem tidak saja menjaga kondisi
ekosistem, tetapi juga mempertahankan keanekaragaman hayati dan non-hayati secara
keseluruhan.

SIMPULAN
Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam berkelnjutan di Indonesia

terhalang oleh terbatasnya kemauan politis dan ketiadaan kolaborasi antara lembaga
penegakan hukum, serta implementasi prosedur penegakan hukum yang sering kurang
tepat. Terdapat juga celah-celah hukum dan inkonsistensi yang menghalangi keberhasilan
proses tuntutan hukum. Dengan demikian, reformasi kebijakan, memperkuat lembaga
penegakan hukum, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, serta membangun kesadaran
hukum dan peraturan bagi masyarakat luas, menjadi langkah penting untuk mengatasi
ancaman kepunahan sumber daya alam yang ada.

Tujuan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah membangun manusia
Indonesia yang utuh, seimbang dan selaras sehingga memberikan gambaran kualitas hidup
yang lebih mantap. Semua itu dapat dicapai apabila ada kesungguhan dalam
pengelolaannya, baik terhadap flora dan fauna maupun pada sungai, hutan, dan segala
isinya. Karena potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah tersebut perlu dikelola
sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan masyarakat secara merata.
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